BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI PROGRAM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN BANJARNEGARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a.

1.

BUPATI BANJARNEGARA,

bahwa untuk mempermudah dalam Pengelolaan Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa
untuk Pembayaran [uran Jaminan Kesehatan Nasional
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten
Banjarnegara, perlu mengubah Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kabupaten Banjarnegara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kabupaten Banjarnegara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 165);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah
Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 133)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 250);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 215);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6
Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2015
tentang Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala
Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 4);



21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017
Nomor 40);

22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2016
tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50);

23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran
Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 85)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 85
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBAYARAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN
BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 71) diubah sebagai berikut :



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 4

Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah

Desa digunakan untuk pembayaran iuran JKN melalui program BPJS

Kesehatan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan

JKN.

Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota keluarganya,

kecuali bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota keluarganya

yang berstatus Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI.

Jumlah anggota keluarga yang mendapatkan jaminan kesehatan

terdiri dari :

a. seorang istri atau suami yang sah; dan

b. 3 (tiga) orang anak yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima)
tahun atau belum menikah.

Kepala Desa melaporkan data para peserta JKN melalui program BPJS

Kesehatan kepada Bupati sebagai dasar penyusunan anggaran APBD

paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 3%

(tiga persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal \-'0-2019

BUPATI BANJARNEGARA,

S

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara

pad

ggal | -10-2019

ARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNAGARA,

BERITA'DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 4é




